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Aturan fiskal UE: Jerman mendorong sanksi
otomatis baru yang lebih keras atas defisit ang-
garan yang sedang mewabah di Eropa. (Hal. 3)

Kredit nganggur membengkak: Tren ke-
naikan fasilitas kredit nasabah yang belum di-
cairkan terus berlanjut hingga menembus
Rp512,26 triliun. (Hal. 4)

Beras impor mulai masuk: Beras yang diim-
por dari Vietnam sebanyak 300.000 ton oleh
Perum Bulog akan masuk bulan ini. (Hal. 5)

Pungli BNP2TKI: BNP2TKI berjanji mem-
berantas pungutan
liar sebagai langkah
awal sejak perlim-
pahan penanganan
penempatan dan
perlindungan tena-
ga kerja dari Keme-
nakertrans. (Hal. 6)

Investor kakao:
Sebanyak tujuh
investor asing
berminat meng-
garap industri
pengolahan kakao di
Indonesia. (Hal. 7)
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KURS TENGAH VALAS
18 Oktober 2010

EUR 12,381.95

▼ 141.54 (1.13%)
GBP 14,216.81

▼ 63.19 (0.44%)
HKD 1,150.84

▲ 0.82 (0.07%)
JPY (100) 10,972.77

▲ 6.10 (0.06%)

SGD 6,842.30

▼ 33.75 (0.49%)
USD 8,929.00

▲ 6.00 (0.07%)
AUD 8,776.42

▼ 66.75 (0.76%)
THB 298.50

▼ 0.49 (0.16%)

IHSG 3,566.92

▼ 30.11 (0.84%)
BISNIS-27 319.45

▼ 3.46 (1.07%)
Hang Seng  23,469.38

▼ 288.25 (1.21%)
KLSE 1,480.70

▼ 9.16 (0.61%)

Kurs Bea Masuk 18 - 24 Okt. 2010, Rp8.927,55/US$

IHSG JBA-25 

LQ45 BISNIS-27 

18/1012/10 13/10 14/10 15/10

3.547,25 3.566,92

31.982,6832.058,11

661,49 661,76

319,53 319,45

US$/Rp Euro/Rp 

12/10 13/10 14/10 15/10 18/10

8.929,00

8.929,00

12.381,9512.381,00

*) Posisi tanggal 15 Oktober 2010

Nikkei 9,498.49

▼ 1.76 (0.02%)
STI  3,181.27

▼ 23.00 (0.72%)
DJIA*) 11,062.78

▼ 31.79 (0.29%)
FTSE*) 5,703.37

▼ 23.84 (0.42%)

PT Jamsostek  me-
naikkan target ha-

sil investasi menjadi
Rp9,6 triliun. Kunci
utama skema inves-
tasi PT Jamsostek
maupun BUMN asu-
ransi lain di sejumlah
perusahaan pelat me-
rah adalah penerapan
good governance pa-
da semua lini. (Hal. 11)

Eceran: Rp5.900

E-MAIL:
redaksi@bisnis.co.id
iklan@bisnis.co.id
sirkulasi@bisnis.co.id

IPO BUMN perkebunan: Kementerian
BUMN mempercepat pembentukan perusahaan
induk BUMN perkebunan dari semula 2012
menjadi akhir tahun ini. (Hal. f1)

PP rights issue: Kementerian BUMN menar-
getkan peraturan pemerintah terkait dengan ak-
si penawaran saham terbatas PT Bank Negara
Indonesia Tbk selesai pekan ini. (Hal. f2)

Penguatan rupiah: Kekhawatiran investor
terhadap intervensi BI untuk menahan penguat-
an rupiah menyebabkan mata uang tersebut tu-
run. (Hal. f8)

Proyek koridor ekonomi: Pemerintah di-
desak segera menentukan sasaran proyek infra-
struktur yang menjadi prioritas pengembangan
daerah. (Hal. i1)

Internet banking: Lebih dari 90% transaksi
perbankan melalui Internet bisa dirampok, se-
hingga sangat rawan dengan tindak kejahatan di
dunia maya. (Hal. i3)

Sewa pesawat: Riau Airlines (RAL) menyewa
satu unit pesawat Boeing 737-500 untuk berope-
rasi kembali mulai 28 Oktober 2010. (Hal. i4)

Operator off shore:  Satu perusahaan pela-
yaran yang bergerak di sektor penunjang ke-
giatan lepas pantai diduga terlibat dalam kasus
dokumen izin  PPKA palsu. (Hal. i5)

RTRW Jakarta: Raperda tentang  RTRW Pro-
vinsi DKI Jakarta akan melengkapi isi draf per-
aturannya dengan penjelasan tentang upaya pe-
nyelesaian pola transportasi. (Hal. i8)

BISNIS/MELLY RIANA SARI

MENGELUARKAN KEBIJAKAN BARU:Menteri
Kehutanan Zulkifli Hasan menjawab pertanyaan saat me-
lakukan diskusi bersama awak redaksi HarianBisnis Indonesia
di Jakarta, kemarin. Kementerian Kehutanan segera menge-
luarkan kebijakan baru di bidang kehutanan sebagai terobos-
an terkait dengan pemegang izin pemanfaatan hasil hutan
kayu hutan tanaman industri. 

• HTI untuk rakyat Hal. i2

OLEH M. MUNIR HAIKAL & FAHMI ACHMAD
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Dana investasi PT
Jamsostek (Persero) sampai

dengan akhir September mem-
bengkak mencapai Rp94,7 tri-
liun, melampaui target tahun

ini sebesar Rp88,5 triliun. 

Direktur Jamsostek Elvyn Gani Masas-
sya mengungkapkan alokasi investasi per
September adalah deposito Rp32,5 triliun,
obligasi   Rp39,7 triliun, saham Rp17,5 tri-
liun, reksa dana sebesar Rp4 triliun, serta
properti dan penyertaan sebesar Rp500 mi-
liar.

Nilai dana investasi ini meningkat di-
bandingkan dengan perolehan pada akhir
tahun lalu sebesar Rp81 triliun.

Peran PT Jamsostek (Persero) dalam
menggerakkan pasar modal diharapkan
kian besar setelah hasil investasi per akhir
September menembus Rp8,6 triliun, lebih
tinggi dari target tahunan.

“Hasil investasi Jamsostek meningkat
Rp100 miliar dari target tahun ini yang se-
besar Rp8,5 triliun. Nilai ini naik diban-
dingkan dengan hasil investasi tahun lalu
senilai Rp8,2 triliun,” ujarnya kemarin.

Elvyn memaparkan penempatan dana
Jamsostek di deposito menghasilkan Rp2
triliun, investasi obligasi menghasilkan
Rp3,3 triliun dan penempatan ke reksa
dana menghasilkan Rp500 miliar.

Selain itu, tuturnya, penempatan di sa-
ham menghasilkan Rp2,8 triliun dan pe-
nyertaan perseroan dan properti mengha-
silkan Rp70 miliar.

Pencapaian selama 9 bulan terakhir ter-
sebut membuat manajemen Jamsostek
pun menaikkan target hasil investasi di sa-
ham dari semula sebesar Rp8,5 triliun
menjadi Rp9,6 triliun.

Elvyn mengatakan membaiknya harga
saham di pasar modal turut berperan men-
dongkrak kinerja Jamsostek. Namun, lan-
jutnya, yang lebih dominan terhadap
membaiknya hasil investasi Jamsostek
adalah diversifikasi dan ekspansi Jamsos-
tek ketika ekonomi sedang membaik.

Pada triwulan IV tahun ini, tambahnya,
Jamsostek mulai menggelar pelepasan la-
han yang dinilai  tidak produktif. Selain
itu, tuturnya, perseroan akan membangun
properti di atas tanah yang telah dimiliki-
nya sejak lama.

“Kami akan menunjuk konsultan untuk
memilah lahan yang akan dilepas dan la-
han yang akan dikembangkan.”

Saat ini, tuturnya, Jamsostek menjajaki
untuk masuk ke penawaran saham perda-
na (initial public offering/IPO) PT Kraka-
tau Steel, PT Garuda Indonesia, dan pena-
waran saham terbatas (rights issue) PT
Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank
Mandiri Tbk.

Di Garuda, Jamsostek akan mengambil
30% saham dari IPO dari senilai Rp3 trili-
un, sedangkan investasi Rp1 triliun akan
diguyurkan di rencana aksi korporasi
Bank Mandiri tahun depan. “Kalau untuk

rights issue BNI kami menyiapkan dana
Rp500 miliar.” 

Selain melakukan investasi portofolio,
Jamsostek telah membentuk satu grup
perusahaan yang terdiri dari PT Nayaka
(health benefit), PT Bijak (service mana-
ge-ment), PT Reasuransi Indo (ReIndo),
PT Jamsostek Investment Company
(JIC). “Saat ini ReIndo dalam proses pe-
nyertaan dan JIC sedang proses pemben-
tukan.”

Terkait investasi pada BNI dan Bank
Mandiri, Kementerian BUMN mewanti-
wanti manajemen Jamsostek agar tidak

menabrak aturan tentang arahan investasi.
(lihat grafis)

Deputi Bidang Privatisasi, Restrukturisa-
si, dan Perencanaan Strategis Kementerian
BUMN Pandu Djajanto mengatakan Jam-
sostek dapat membeli saham rights issue
Bank Mandiri pada tahun depan. Namun
begitu, dia mengingatkan bahwa persero-
an akan dikenai aturan tentang arahan in-
vestasi.

“Kalau Jamsostek mau membeli Mandi-
ri, karena dia melihat itu sebagai sesuatu
yang bagus. Boleh-boleh saja. Tetapi dia
akan kena aturan arahan investasi, menge-

nai berapa maksimal boleh investasi di sa-
ham,” ujar Pandu kemarin.

Dana pekerja
Said Iqbal, Presiden DPP Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menilai
sampai kini kekayaan Jamsostek dari hasil
pengembangan iuran peserta tidak dikem-
balikan 100% kepada pekerja/buruh.

Pada 2005, Said mencontohkan, hanya
66,1% per tahun atau dengan kata lain
33,9% hasil pengembangannya tidak di-
kembalikan kepada pekerja/buruh.

Demikian juga pada 2007, tingkat pe-
ngembalian  hanya 55% per tahun atau se-
kitar 45% hasil pengembangannya juga ti-
dak dibukukan ke rekening pekerja.

Selain itu, Said menambahkan dengan
kondisi keuangan BUMN tersebut saat ini
ternyata setiap tahun pekerja/buruh hanya
menerima dana hasil pengembangan seki-
tar Rp67.174 per orang.

“Namun, direksi dan komisaris dari PT
Jamsostek mendapatkan rata-rata Rp240
juta per orang, sehingga dapat diketahui
orang-orang yang mendapatkan keun-
tungan dengan program jamsostek,” tegas
Said.

Namun, Elvyn menegaskan semua in-
vestasi dilakukan melalui kajian manaje-
men risiko yang ketat sehingga diharapkan
hasil optimal tetap diraih dengan keaman-
an investasi yang maksimal.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan,
Jamsostek membukukan tingkat pengem-
balian investasi dana jaminan hari tua
(JHT) kepada pekerja kian meningkat. Pa-
da 2005, return tersebut baru 8%, tetapi ra-
sionya naik menjadi 10,1% dan bahkan
10,60% pada 2009.

“Yield [2010] untuk pekerja, baru akan
diputuskan dalam RUPS tahun depan, se-
telah tutup buku,” kata Elvyn.

Pada 2009, bagian hasil investasi dari
dana jaminan hari tua bagi pekerja yang
dibukukan Jamsostek mencapai Rp4,77
triliun atau naik dari tahun sebelumnya
yang Rp3,27 triliun. Jamsostek memiliki
29 juta peserta dari 60.000 perusahaan di
Tanah Air, tetapi yang aktif hanya 8,3 juta
peserta.

Dengan karakteristik yang fokus inves-
tasi jangka panjang, Kepala Riset PT
Bhakti Securities Edwin Sebayang menilai
masuknya Jamsostek ke BNI dan Mandiri
merupakan upaya untuk menggenjot im-
bal hasil.

“Return yang paling besar ya di saham.
Obligasi masih menawarkan yield yang
rendah, ketersediaan obligasi di pasar juga
terbatas,” ujarnya kemarin.

Edwin menilai investasi saham mengan-
dung risiko yang tidak kecil dari fluktuasi
harga. Namun, dia justru menilai Jamsos-
tek masih memiliki ruang menambah por-
tofolionya.

“Jamsostek pasti telah mengalkulasi de-
ngan cermat. Investasi di saham belum
mengkhawatirkan mengingat besaran in-
vestasi yang dikeluarkan masih kecil jika
dibandingkan dengan total dana kelola-
an,” kata Edwin. (02/07/14/R. FITRIANA/

RATNA ARIYANTI) (munir.haikal@bisnis.co.id/
fahmi.achmad@bisnis.co.id)

Investasi Jamsostek bengkak
Pekerja tuntut tingkat pengembalian jaminan hari tua yang tinggi

Pemerintah bahas rights issue Antam & Timah 
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Kementerian BUMN
mulai membahas rencana pener-
bitan saham baru (rights issue)
PT Aneka Tambang Tbk (Antam)
dan PT Timah Tbk dengan De-
partemen Keuangan. Namun,
emiten bersangkutan justru
membantah rencana tersebut

Deputi Bidang Restrukturisasi
dan Perencanaan Strategis Ke-
menterian BUMN Pandu Djajanto
mengatakan pembahasan awal
rencana rights issue kedua BUMN
tersebut sudah dilakukan dengan
Departemen Keuangan.

“Selain Antam ada juga Timah
yang mau disiapkan rights issue.
Sekarang kami masih memba-
hasnya. Ini baru rencana awal,”
ujarnya di Jakarta, kemarin.

Pandu mengatakan aksi korpo-
rasi tersebut diharapkan bisa me-
raup dana besar yang akan digu-
nakan untuk penambahan modal
perseroan dalam ekspansi bisnis.
Namun, belum ada kepastian be-
saran dana yang ditargetkan dari
rights issue itu.

“Nilainya pasti besar, karena
untuk pengembangan usaha per-

seroan. Tapi berapanya itu belum
tahu, tergantung dari kebutuhan
perseroan,” katanya. 

Untuk Timah, sambung Pandu,
dana rights issue itu akan digu-
nakan untuk belanja modal 2011,
seperti pengembangan proyek
aspal di Buton.

Namun, pernyataan Pandu
tersebut dibantah  Corporate Se-
cretary Antam Bimo Budi Satri-
yo. “Kami belum mengetahui
rencana tersebut. Sampai seka-
rang belum ada pembicaraan
rights issue,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis,
rencana rights issue Antam sebe-
lumnya sudah bergulir April lalu.
Namun, perseroan kemudian ba-
tal mengeksekusi rencana itu.
Sebagai gantinya, perseroan men-
cari pinjaman perbankan sebesar
Rp1,6 triliun.

Bersamaan dengan jatuhnya
harga timah di Bursa Komoditas
London ke level US$26.300 per
ton, pasar merespons negatif ren-
cana rights issue tersebut. 

Dalam penutupan perdagang-
an kemarin, harga saham Timah
jatuh 5,2% ke Rp3.150 per lem-
bar, sedangkan Antam longsor

4% ke Rp2.425 per lembar.

IPO Krakatau
Sementara itu, permintaan ter-

hadap penawaran saham perdana
produsen baja terbesar PT
Krakatau Seel (Persero) diklaim
mengalami kelebihan hingga Rp6
triliun, tiga kali lipat dari target
perolehan dana Rp2 triliun.

Sekretaris Kementerian BUMN
Mahmuddin Yassin mengatakan
permintaan yang cukup besar
tersebut baru datang dari investor
Asia. Padahal, menurut rencana
perusahaan juga akan menjaring
investor dari Eropa dan AS.

“Meskipun permintaan terha-
dap saham Krakatau cukup besar,
kami belum bisa menentukan
harga saham dipatok di level be-
rapa. Termasuk, kami juga belum
bisa menentukan porsi penjatah-
an untuk investor domestik dan
investor asingnya,” ujarnya.

Menurut Yassin, penentuan
harga saham akan dilakukan se-
telah minat investor domestik
maupun investor asing masuk.
Minat investor terhadap saham
BUMN produsen baja ini cukup
tinggi karena prospek industri

manufaktur yang positif.
Krakatau berencana menerbit-

kan saham baru sebanyak 3,15
miliar lembar, atau setara dengan
20%. Pelepasan saham sebanyak
20% itu merupakan tahap perta-
ma privatisasi dari total 30% sa-
ham yang telah mendapatkan
persetujuan DPR.

Saham Krakatau ditawarkan
pada kisaran Rp800-Rp1.150 de-
ngan estimasi price to earning
ratio 2011 sebanyak 9 kali-11 kali.
Perseroan menunjuk PT Bahana
Securities, PT Danareksa Sekuri-
tas, dan PT Mandiri Sekuritas se-
bagai pelaksana penjamin emisi.

Kepala Riset PT Recapital Secu-
rities Pardomuan Sihombing me-
nilai kelebihan permintaan pena-
waran saham perdana Krakatau
terjadi karena investor melihat ki-
nerja perse-
roan yang
menjanjikan.

“Kelebihan
permintaan
ini merupa-
kan sesuatu
yang wajar
karena Kra-
katau me-

rupakan perusahaan yang bagus.
Performa ke depannya juga dipre-
diksi meningkat terutama ditun-
jang oleh konsumsi baja yang
masih tinggi.” 

Pardomuan mengatakan kon-
disi pasar yang bergairah dan ke-
kurangan pasokan saham-saham
murah ikut mendorong terjadi-
nya kelebihan permintaan. Faktor
lainnya adalah risiko yang dinilai
lebih rendah mengingat Krakatau
merupakan BUMN.

Di luar itu, dia menambahkan,
penawaran saham perdana Kraka-
tau juga memungkinkan para in-
vestor yang selama ini tertarik pa-
da industri baja untuk masuk dan
ikut memegang saham perdana
Krakatau. (02/05/RATNA ARIYANTI/

BAMBANG P. JATMIKO/BASTANUL

SIREGAR) (redaksi@bisnis.co.id)

Gelontoran dana investasi Jamsostek tentu 
mencari lahan yang aman dan menguntung-
kan. Namun, jangan sampai mengulang 5 
tahun lalu ketika tersandung kasus Bank 
Global dan medium term notes (MTN) di 
sejumlah perusahaan.

Kini, kehati-hatian menjadi faktor utama 
yang disadari benar oleh manajemen 
yang dipimpin Hotbonar Sinaga, 
praktisi yang berpengalaman 
menjadi pimpinan asuransi 2 

dekade terakhir. Siapa tahu 
Jamsostek bisa seperti Temasek 

Holding? 
wallahualam 

Sumber: PT Jamsostek, 2010 BISNIS/FAA/ADI PURDIYANTO

Sebagai 
institusi 
keuangan 
nonbank terke-
muka, Jamsostek 
memiliki dana masif 
yang bisa diinvestasi-
kan dan diharapkan 
berujung pada 
kesejahteraan para 
pekerja. Tak pelak, 
kepemilikan dana lebih dari 
Rp90 triliun, bisa menjadi 
penggerak pasar modal.  

Batasan investasi Jamsostek
sesuai PP No.22 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja:

Instrumen Batasan setiap Batasan setiap pihak
yang diperbolehkan  instrumen *) 
Deposito 100% Maksimal 20 % per Bank Umum
Surat Utang Negara 100% -
Surat Utang Korporasi 50% Maksimal 5 % per penerbit
Saham 50% Maksimal 5 % per emiten
Penyertaan Langsung 5% Maksimal 1 % per pihak
Properti 10% -
Reksadana 50% Maksimal 5 % per penerbit
Repo 10% Maksimal 2 % per counterpart

Instrumen yang dilarang: Derivatives, investasi di luar negeri, komoditi, instrumen 
perdagangan berjangka, perusahaan milik Direksi, Komisaris & Pemegang Saham

Dana investasi Jamsostek
dan hasilnya (Rp miliar)

Rencana strategis PT Jamsostek (Persero)
Pembentukan Jamsostek Invesment Company, yang bergerak dalam bisnis investasi 
seperti project financing, pre-IPO financing, equity financing dan melakukan 
kolaborasi dengan pemegang saham.
Mengembangkan perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan bagi 
perserta Jamsostek (Nayaka).
Terjun dalam bisnis perbankan dengan menambah kepemilikan saham pada sejumlah 
bank. Saat ini Jamsostek memiliki saham di PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank 
Syariah Bukopin dan PT Bank Agroniaga Indonesia.
Mengembangkan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). 
Memiliki saham di perusahaan asuransi dan reasuransi pelat merah ataupun swasta.
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Ekonomi Aceh tumbuh 5,5%
BANDA ACEH: Pemerintah Provinsi Aceh

menargetkan laju pertumbuhan ekonomi pa-
da tahun ini bergerak di kisaran 5%-5,5%
dan tahun depan meningkat dalam rentang
5,5%-6%.

Kepala Badan Perencanaan dan Pem-
bangunan Daerah (Bappeda) Aceh Iskandar
mengatakan fokus utama pembangunan
provinsi paling ujung Indonesia itu di sektor
ekonomi makro dan infrastruktur perdesaan.

"Kedua sektor ini sangat penting untuk
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di
Aceh yang baru mencapai 2,44% pada se-
mester I/2010,” katanya, kemarin.

Menurut dia, makroekonomi berperan
penting dalam perekonomian Aceh karena
kini tidak memasukkan migas. (BISNIS/K33)

Infrastruktur pengaruhi inflasi
BANJARMASIN:  Bank Indonesia menilai

dukungan infrastruktur yang belum mema-
dai membuat tingkat inflasi di Tanah Air re-
latif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
sejumlah negeri jiran.

Kepala Biro Riset Ekonomi dan Kebijakan
Moneter Bank Indonesia Iskandar Simo-
rangkir mengatakan tingkat inflasi nasional
pada kuartal III/2010 mencapai 5,8% atau
lebih tinggi dari periode yang sama pada ta-
hun lalu 2,9%.

”Kondisi jalan, angkutan dan lain di bebe-
rapa daerah masih sangat menghambat dis-
tribusi barang, sehingga mendorong terjadi-
nya inflasi yang cukup tinggi,” katanya pada
seminar Perkembangan Ekonomi Terkini dan
Perkiraan Ekonomi 2010-2011, di Banjar-
masin, kemarin.  (ANTARA)

Maluku incar laju PDB 6,21%
AMBON: Pertumbuhan ekonomi Maluku

diperkirakan meningkat 6,21% atau lebih
tinggi dari target Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) 2010 yang hanya
dipatok 5%.

“Pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan
mengalami kenaikan sebab kinerja pereko-
nomian daerah selama semester I/2010 me-
nunjukkan kecenderungan yang meningkat,"
kata Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu
dalam rapat paripurna DPRD Maluku di
Ambon, kemarin. (ANTARA)

DINAMIKA

Anggaran ketahanan pangan ditambah
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Pemerintah
akan menambah ang-

garan Rp3 triliun dalam
Rancangan APBN 2011
untuk meningkatkan
ketahanan pangan.  

Tambahan anggaran tersebut
akan direncanakan untuk dana
cadangan stabilisasi pangan Rp2
triliun dan dana cadangan peng-
adaan beras Rp1 triliun. 

Menko Perekonomian Hatta
Rajasa menjelaskan anggaran se-
besar Rp2 triliun akan digunakan
untuk meningkatkan ketahanan
pangan dalam aspek yang luas
termasuk meningkatkan produk-
tivitas pangan mulai dari pembe-
nihan hingga pupuk.

Dia melanjutkan tambahan
anggaran tersebut juga diharap-
kan dapat memperbaiki penda-
patan petani. Selain itu, katanya,
pemerintah akan meningkatkan
perhatian dalam diversifikasi pa-

ngan. 
Menurut dia, kebijakan pemba-

gian beras untuk rakyat miskin
(raskin) perlu  dikaji kembali ka-
rena tidak semua masyarakat In-
donesia mengonsumsi beras se-
bagai makanan pokoknya. 

“Kami pun akan melihat apa-
kah tepat memberikan raskin ke
Papua? Pemda Papua mungkin
berat mengangkat berasnya mela-
lui udara ke gunung-gunung pa-

dahal masyarakat di gunung me-
makan ubi-ubian,” katanya di Ja-
karta, kemarin.

Dia melanjutkan kebijakan ke-
tahanan pangan sebaiknya me-
ngembalikan bahan pangan po-
kok masyarakat yang asli dan ti-
dak terpusat pada beras. Hatta me-
nuturkan Menteri Pertanian akan
mendesain roadmap diversifikasi
pangan tersebut termasuk raskin.

Tahun ini, pemerintah ke-

mungkinan menghabiskan dana
cadangan risiko pangan sebesar
Rp1 triliun untuk mendanai pe-
nyaluran beras untuk rakyat mis-
kin ke-13 pada Desember.

Mustafa Abubakar, Menteri Ba-
dan Usaha Milik Negara, memasti-
kan penyaluran raskin akan terus
dilakukan setiap bulannya. Bah-
kan pengucurannya dimajukan
sebulan lebih awal sehingga perlu
tambahan raskin untuk menutup
jatah Desember yang kosong.

“Jadi jatah [raskin] Oktober di-
tarik jadi September, begitu juga
November maju jadi Oktober. Un-
tuk Desember kami akan adakan
raskin bulan ke-13,” katanya.
(Bisnis, 1 September).

Penyaluran raskin
Pada saat itu, dia memperhi-

tungkan rata-rata penyaluran ras-
kin setiap bulannya sekitar
260.000-270.000 ton dan demikian
pula dengan kebutuhan Desember. 

Pemerintah dalam APBN-P 2010
menyebutkan alokasi anggaran
subsidi pangan diperkirakan men-
capai Rp13,92 triliun naik Rp2,54

triliun  atau 22,3% dari pagu ang-
garan subsidi pangan yang dite-
tapkan dalam APBN 2010 sebesar
Rp11,39 triliun.

Perkiraan beban anggaran sub-
sidi pangan yang lebih tinggi dari
pagu yang disediakan dalam
APBN 2010 tersebut berkaitan de-
ngan  kenaikan alokasi kuantum
raskin dari 13 kg per bulan per
rumah tangga sasaran (RTS)
menjadi 15 kg per bulan per RTS
sejak April 2010, sehingga kuan-
tum raskin meningkat dari 2,73
juta ton menjadi 2,97 juta ton

Selain itu, kenaikan harga
pembelian beras oleh pemerintah
kepada Perum Bulog (HPB) dari
Rp5.775 per kg menjadi Rp6.285
per kg akibat kenaikan HPP ga-
bah/beras juga menjadi pendo-
rong peningkatan pagu subsidi
pangan tersebut. 

Realisasi anggaran subsidi pa-
ngan pada tahun lalu dipatok
Rp12,99 triliun, sehingga perkira-
an beban subsidi tersebut pada ta-
hun ini lebih tinggi Rp938,1 mi-
liar atau 7,2 %. (14/LUTFI ZAENU-

DIN) (redaksi@bisnis.co.id)

Alokasi pembagian raskin dikaji ulang

Ada anggaran, tetapi selalu tak tuntas terserap
OLEH VEGA AULIA PRADIPTA

Kontributor Bisnis Indonesia

Penyerapan anggaran
yang rendah seolah
menjadi pekerjaan ru-
mah yang setiap akhir

masa anggaran rutin dihadapi
kementerian/lembaga. Sampai
saat ini pun, pengambil kebijak-
an belum mampu juga menja-
wab soal itu.

Realisasi penyerapan anggar-
an belanja negara sampai de-
ngan 8 Oktober baru mencapai
51% dari total pagu dalam
APBN Perubahan 2010.   Pada-
hal, belanja negara merupakan
salah satu faktor yang menen-
tukan pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan anggaran belanja
pemerintah yang rendah itu,
menurut ekonom Ryan Kiryan-
to, merupakan masalah klasik
yang bersumber dari kurang
maksimalnya perencanaan ke-
menterian/lembaga.

“Dari zaman Ibu [mantan
Menteri Keuangan] Sri Mulyani,
penyerapan anggaran juga ren-
dah. Pada kuartal IV/2010 selalu
genjot anggaran. Ini problemnya
di perencanaan masing-masing
kementerian/lembaga. Mereka
pasti ada rencana kerja, tetapi
tidak disiplin dalam menjalan-

kan rencana kerjanya,” katanya
kepada Bisnis, kemarin. 

Dia menjelaskan penyerapan
anggaran yang lebih rendah dari
alokasi itulah yang menyebab-
kan pertumbuhan ekonomi In-
donesia tidak secepat negara te-
tangga atau bahkan di bawah
potensi yang dimilikinya.

Pemerintah masih optimistis
dapat memenuhi target pertum-
buhan ekonomi hingga 5,8%
sesuai dengan asumsi APBN
Perubahan 2010, meski dalam
posisi penyerapan anggaran
yang masih seperti saat ini.  

“Pertumbuhan ekonomi nggak
turun dong. Kalau penyerapan
anggarannya pada semester
II/2010 lebih tinggi dari semester
I,” kata Menteri PPN/Kepala
Bappenas Armida Salsiah
Alisjahbana di Jakarta, kemarin.

Dia bahkan meyakini peme-
rintah dapat menyerap 95%
anggaran belanja hingga akhir
tahun. Dalam APBN-P 2010,
anggaran belanja pemerintah
pusat ditetapkan sebesar
Rp781,53 triliun.  Menurut dia,
masa yang tersisa pada tahun
ini masih cukup untuk mening-
katkan penyerapan tersebut.

Tahun depan, dia mengharap-
kan penyerapan anggaran bisa
lebih cepat seiring implementasi

Peraturan Presiden No. 54/2010
tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah.

“Ada beberapa upaya untuk
mempercepat penyerapan ang-
garan yang mudah-mudahan
pada 2011 banyak hal-hal yang
sekarang jadi bottleneck itu bisa
diatasi termasuk revisi Keppres
80,” katanya.

Meski demikian, Ryan meng-
ingatkan agar pemerintah se-
baiknya tidak menghamburkan
anggaran hanya sekadar untuk
mengejar serapan yang tinggi. 

“Tentunya jangan asal meng-
hamburkan anggaran, serapan-
nya harus benar-benar berkuali-
tas.  Pada kuartal IV/2010 peme-
rintah harus kerja keras untuk
menyelesaikan serapan anggar-
an. Kalau tidak, itu nanti jadi
idle dan akan menghambat per-
tumbuhan ekonomi,” katanya.

Dalam sisa 3 bulan terakhir,
pemerintah dinilai perlu serius
menciptakan pekerjaan-peker-
jaan baru dan melanjutkan pro-
yek yang sudah setengah jalan.
“Jika pemerintah serius, penye-
rapan anggaran bisa 100%, bah-
kan bisa lebih. Lahan-lahan
atau jalan tol yang sudah dikav-
ling-kavling itu kalau bisa
diselesaikan.”

Masalah penyerapan anggaran

yang rendah itu mendorong
ekonom Aviliani untuk meng-
usulkan agar Kementerian Ke-
uangan membentuk satu divisi
yang khusus membantu kemen-
terian/lembaga tertentu yang
bermasalah dalam menyerap
anggaran belanjanya.

“Seharusnya Kemenkeu ada
semacam divisi yang dapat
membantu percepatan pengelu-
aran kementerian/lembaga yang
bermasalah,” katanya.

Tak berpengaruh
Meski Keppres No. 80/2003

tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah sudah direvisi
dengan Perpres No.54 /2010, dia
khawatir penyerapan anggaran
tahun depan tidak lebih baik
dibandingkan tahun ini.

“Tidak ada jalan keluar dalam
menyelesaikan percepatan pe-
nyerapan anggaran ini. Saya me-
lihat begitu kakunya. Walaupun
sudah ada Perpres No.54/2010
dalam perjalanannya nanti pasti
masih ada masalah,” katanya.

Namun, meski penyerapan
anggaran belanja pemerintah
masih rendah, pertumbuhan
ekonomi hingga akhir tahun di-
yakini masih bisa mencapai
6,3%. Hal ini dipicu oleh besar-
nya konsumsi yang dikeluarkan

masyarakat.
“Pertumbuhan pasti tercapai,

tapi saldo akhir tahun yang
selalu tinggi. Selalu ada silpa
tetapi bukannya karena peme-
rintah tidak bisa menyerap ang-
garan, tapi ada problem teknis
dalam prosedur contoh seperti
masalah tendernya,” katanya.

Sisa lebih penggunaan ang-
garan (silpa) dalam perhitungan
Menkeu mencapai sekitar Rp14
triliun. Dia menilai silpa yang
relatif tinggi itu akibat kegagal-
an pelaksanaan reformasi bi-
rokrasi di sejumlah kementeri-
an/lembaga.

Potensi silpa itu di antaranya
berasal dari dana yang dica-
dangkan untuk kebutuhan re-
munasi kementerian/lembaga
yang mampu mempercepat
pembenahan birokrasi. Jika in-
stansi tertentu dinilai mampu
melakukan reformasi birokrasi,
dana remunerasi segera
dicairkan oleh Kemenkeu.

Aviliani melanjutkan Bappe-
nas sebaiknya mengoptimalkan
kembali fungsinya untuk dapat
merencanakan pembangunan
nasional beserta anggarannya
dengan saksama. Dengan peren-
canaan yang matang, penyera-
pan anggaran bisa lebih dimak-
simalkan. (redaksi@bisnis.co.id)

Kemenkeu
kaji ulang 

kendaraan dinas
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Pemerintah
mengungkapkan akan me-
ninjau kembali anggaran
pengadaan kendaraan dinas
dan notebook dalam Ran-
cangan APBN 2011 yang be-
risiko menjadi lahan subur
korupsi dan memicu pem-
borosan anggaran.

Standar yang digunakan
untuk biaya kendaraan di-
nas dan notebook oleh se-
bagian anggota masyarakat
dituding melebihi biaya
standar yang ditetapkan pe-
merintah, bahkan di atas
harga pasar.

“Saya cek dulu ya. Ten-
tang detail apakah ada ke-
khawatiran pengadaan no-
tebook dan kendaraan di-
nas, saya ingin tanya di area
apa yang dikhawatirkan,”
kata Menteri Keuangan
Agus Martowardojo ketika
dikonfirmasi mengenai risi-
ko pemborosan anggaran
itu kemarin.

Agus menegaskan Ke-
menterian Keuangan akan
memeriksa anggaran hing-
ga ke harga satuan kenda-
raan dinas dan notebook
yang ditengarai lebih tinggi
dari harga aslinya. Dia me-
nuturkan RAPBN 2011 ma-
sih terus dibahas dengan
DPR.  

Desakan untuk menin-
jau kembali pengadaan
kendaraan dinas dan note-
book sempat disuarakan
sejumlah lembaga swadaya
masyarakat yang tergabung
dalam Koalisi APBN Kese-
jahteraan.  

Koalisi itu menyatakan
Penyusunan RAPBN 2011
masih sekadar komestik
politik untuk membangun
pencitraan dan belum
memperlihatkan perubah-
an substantif dalam penyu-
sunan kebijakan RAPBN
tahun depan. 

LSM tersebut mengemu-
kakan sedikitnya akan dia-
dakan 4.041 kendaraan di-
nas roda empat atau enam

dan roda dua senilai
Rp371,5 miliar di 20 kemen-
terian/lembaga. Selain itu,
pengadaan 3.109 notebook
senilai Rp32,5 miliar di
tujuh kementerian/lembaga
juga akan dianggarkan da-
lam RAPBN tahun depan.  

Perawatan gedung
LSM tersebut juga mene-

mukan indikasi pemboros-
an sebesar Rp6,1 triliun un-
tuk perawatan dan peng-
adaan gedung kantor/ru-
mah dinas.

Pengadaan atau perawat-
an tersebut, menurut koali-
si LSM itu, tidak berkore-
lasi terhadap pertumbuhan
ekonomi seperti pemba-
ngunan kantor perwakilan
Dewan Perwakilan Daerah
di ibu kota provinsi dan ge-
dung DPR.

Pemerintah dan DPR se-
jauh ini masih menggodok
RAPBN 2011 dengan se-
jumlah perubahan dari
usulan awal di antaranya
target penerimaan negara
tahun depan naik Rp18,5
triliun sebagai konsekuensi
keputusan Panitia Kerja
(Panja) Penerimaan Negara
yang meningkatkan rasio
perpajakan dari 12% men-
jadi 12,1%.

Selain itu, komitmen pe-
merintah untuk mengunci
defisit anggaran di posisi
1,7% dari produk domestik
bruto juga kandas karena
kesepakatan dengan DPR
justru melebarkan defisit
anggaran 1,8% dari PDB. 

Pada 7 Oktober, Kepala
Badan Kebijakan Fiskal
Agus Supriyanto mengung-
kapkan kenaikan target ter-
jadi di hampir seluruh pos
penerimaan kecuali bea
masuk dan bea keluar. Di-
bandingkan usulan awal di
RAPBN 2011, target peneri-
maan perpajakan mengala-
mi kenaikan sebesar
Rp10,75 triliun, sedangkan
penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) meningkat
Rp7,1 triliun. (14)

LEMBAGA TINGGI:
Ketua MPR Taufik Kiemas
(kiri) memberikan kata
pengantar saat memulai
pertemuan antarpimpinan
lembaga tinggi negara yang
dihadiri Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (te-
ngah), Wapres Boediono (ka-
nan) di Gedung DPR/MPR
Senayan Jakarta, kemarin.
Pertemuan komunikasi
antarlembaga tinggi negara
itu, dihadiri pimpinan dan
anggota DPR, DPD,
Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Agung, Badan
Pemeriksa Keuangan serta
Komisi Yudisial.

BISNIS/YAYUS YUSWOPRIHANTO

ANGGARAN TNI:Panglima TNI Laksamana Agus Suhar-
tono (kanan) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Armida S. Alisjahbana (kedua kanan), Menkeu Agus Martowardojo
(kedua kiri) dan Menhan Purnomo Yusgiantoro sebelum memu-

lai rapat kerja tertutup dengan Komisi DPR di Jakarta, kemarin.
Rapat tersebut membahas sejumlah persoalan terkait dengan
anggaran a.l. anggaran alutsista, perumahan TNI serta aset
pertanahan.

BISNIS/YAYUS YUSWOPRIHANTO

BISNIS/LUZ/T. PURNAMA

Jumlah penduduk 
terus meningkat

JAKARTA:  Tren peningkatan jumlah 
penduduk di Indonesia terus bertahan sejak 
Pemerintah Hindia Belanda mengadakan 
sensus kependudukan pada 1930.  Pada 
saat itu, penduduk di Nusantara mencapai 
60,7 juta jiwa.  

Sumber: BPS

Pada 1961, saat 
sensus pertama 
sejak Indonesia 
merdeka, jumlah 
populasi di Tanah Air 
mencapai 97,1 juta 
jiwa.  Jumlah 
penduduk terus 
meningkat hingga 
pada 2010, berdasar-
kan hasil olah cepat 
Sensus Penduduk 
2010 oleh Badan 
Pusat Statistik 
(BPS), menyentuh 

angka 237,18 juta 
jiwa.

Kenaikan jumlah 
penduduk tersebut 
lebih tinggi dari hasil 
proyeksi sebelumnya 
yang memprediksi 
tahun ini masih 
234,18 juta jiwa.  
Populasi laki-laki 
saat ini mencapai 
119,51 orang lebih 
tinggi dari jumlah 
perempuan 118,05 
orang.

Tren jumlah penduduk di Indonesia 
(juta jiwa)
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Sumber: RAPBN 2011

Alokasi subsidi pangan
(Rp triliun)
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BLOOMBERG

LUKSEMBURG: Jer-
man mendorong sanksi

otomatis baru yang
lebih keras atas defisit
anggaran yang sedang
mewabah di Eropa di

tengah banyaknya aksi
protes terhadap peme-

rintah.

Pertarungan untuk mene-
gakkan hukuman terhadap ne-
gara yang memiliki defisit besar
semakin sengit menjelang teng-
gat waktu perombakan manaje-
men ekonomi kawasan euro yang
dijadwalkan pada akhir bulan ini
guna mencegah terulangnya kri-
sis kredit.

"Banyak negara anggota [peng-
guna euro] bersikap dingin ter-
hadap usulan sanksi otomatis
pada saat ini,Ó ujar Menteri Ke-
uangan Belanda Jan Kees de Ja-
ger, sebelum mengikuti perte-
muan para menteri keuangan se-
Uni Eropa, kemarin.

Namun, dia menilai sebenarnya
tekanan untuk memperbaiki sis-
tem anggaran telah mereda se-
iring dengan penguatan nilai euro
dan penurunan imbal hasil obli-
gasi di Yunani dan Spanyol dari
posisi tertinggi pascakrisis utang.

Sementara itu, dukungan un-
tuk mengelola pengawasan se-
cara politis mengenai sanksi ter-
hadap defisit anggaran semakin
berkembang. Dia mengatakan
kawasan itu membutuhkan
sanksi efektif dan seotomatis
mungkin.

Dalam 12 tahun sejarah euro,
belum ada negara yang diberi
sanksi karena melampaui batas
defisit produk domestik bruto

(PDB) kawasan euro, yaitu
maksimal 3%. Yunani, seba-
gai pemicu krisis utang tahun
ini, telah mengalami defisit
terbesar sepanjang sejarah.

Sebelum euro diluncurkan
pada 1999, gema perdebatan
mengenai aturan yang mene-
tapkan bank sentral Eropa
tidak memiliki hak meng-
ubah peraturan menyebab-
kan kasus sudah terdengar.
Bahkan telah ada upaya
mengikat negara melakukan
ekspansi fiskal besar.

ÒDibutuhkan reformasi
yang lebih ambisius,Ó ujar
Presiden ECB Jean-Claude
Trichet pada 16 Oktober di
Marrakech, Maroko. Dia me-
lakukan lobi mengenai oto-
matisitas atas sanksi yang le-
bih besar, percepatan jadwal,
serta kebijaksanaan dalam
prosedur penetapan ang-
garan.

Dalam proposal Komisi
Eropa, negara pengguna euro
harus menetapkan defisit
anggaran pada posisi rendah
guna menghindari denda
sebesar 0,2% dari PDB. Se-
mentara itu, negara yang kon-
disi makroekonominya tidak
seimbang dikenakan denda
sebesar 0,1% dari PDB.

Pertemuan para menteri
keuangan Eropa, kemarin,
merupakan kesempatan ter-
akhir melakukan negosiasi
sebelum Konferensi Tingkat
Tinggi Uni Eropa pada 28--29
Oktober yang bertujuan
menandatangani sistem baru
tersebut.

Namun, keinginan ini diperki-
rakan menuai protes dari rakyat,
khususnya serikat pekerja. Pekan
lalu, di Paris terjadi aksi unjuk
rasa atas kebijakan pemerintah
setempat menghemat anggaran

dengan menaikkan batas mini-
mal pensiun dari 60 tahun men-
jadi 67 tahun.

Aksi protes di negara lain, se-
perti Yunani, diperkirakan masih
dapat terjadi, mengingat negara
itu melakukan penghematan
besar-besaran demi memenuhi

persyaratan penarikan pinjaman
dari Uni Eropa dan International
Monetary Fund (IMF),

"Sekarang ini adalah momen-
tum kebenaran bagi negara-ne-
gara anggota Uni Eropa. Apakah
mereka benar-benar memperkuat
ulang pengelolaan ekonomi atau

tidak," ujar Olli Rehn, Komi-
saris Moneter and Ekonomi
Uni Eropa.

Secara terpisah Jean-Claude
Trichet menolak permintaan
Presiden Bundesbank Axel
Weber untuk mengakhiri pro-
gram pembelian obligasi yang
menjadi penopang keuangan
Pemerintah Eropa dan per-
bankan di kawasan itu.

Hapus stimulus
Weber menyerukan peng-

hapusan stimulus moneter
lebih keras dari pejabat ECB
lain, setelah Irlandia, Portu-
gal, dan Yunani berjuang me-
yakinkan investor mengenai
kemampuan mengelola ke-
uangan dalam krisis pinjaman
pemerintah pada tahun ini. 

ÒTrichet mengirimkan si-
nyal yang jelas. Sebagian besar
sinyal itu menunjukkan pili-
han memperketat anggaran
untuk saat ini. Tidak baik jika
mengirimkan sinyal konflik
kepada pasar,Ó jelas Carsten
Brzeski, ekonom ING Group
NV di Brussels, kemarin.

Dari Athena dilaporkan,
AEFG Eurobank, Ergasias SA,
mengatakan telah mencapai
kesepakatan untuk transaksi
pertama obligasi pemerintah
Yunani di pasar interbank
pada pekan lalu dan menjadi
kesepakatan pertama sejak
Yunani mendapatkan dana
dari Uni Eropa IMF.

Sementara itu, dari London,
Pusat Penelitian Bisnis dan

Ekonomi menyebutkan bank sen-
tral Inggris akan menambah nilai
program stimulus sebesar
US$160 juta (100 miliar pound)
dan diperkirakan memperta-
hankan suku bunga di level 0,5%
setidaknya sampai 2012.  (T06/

ESU) (redaksi@bisnis.co.id)

EKONOMI GLOBAL

AIA hentikan IPO lebih awal  

HONG KONG: Penawaran saham perdana
(initial public offering /IPO) AIA Group Ltd
terhadap permintaan investor lembaga akan
dihentikan 2 hari lebih awal dari rencana
penjualan saham yang diperkirakan naik
menjadi US$20,5 miliar.

Tiga sumber Bloomberg mengatakan
keputusan itu diambil karena permintaan
atas saham sangat kuat dan perlu waktu
untuk mengalokasikan saham di IPO.

American International Group Inc (AIG)
menjual saham pada unit usaha utama di
Asia guna membantu membayar pinjaman
dari pemerintah senilai US$182,3 miliar. AIG
memutuskan melanjutkan penjualan saham
setelah Prudential Plc membatalkan pembe-
lian unit usaha senilai US$35,5 miliar pada
Juni. (BLOOMBERG/ESU)

Laba Philips di atas proyeksi 
AMSTERDAM: Royal Philips Electronics

NV, perusahaan lampu terbesar di dunia,
membukukan laba di atas proyeksi selama
kuartal III/2010 dan menyatakan akan mem-
perhatikan penjualan pada kuartal terakhir
tahun ini.

Dalam pernyataan perusahaan yang dirilis,
kemarin, laba bersih naik menjadi US$728
juta (524 juta euro) dari 174 juta euro pada
periode yang sama tahun sebelumnya. 

Laba perusahaan terbantu dari pemang-
kasan biaya operasi dan penghasilan dari
penjualan saham NP, unit usaha semikon-
duktor NXP, sebesar 154 juta euro.
(BLOOMBERG/ESU)

Sumitomo beli saham Mazda
TOKYO: Sumitomo Mitsui Financial Group

Inc mengekspektasikan akan melampaui Ford
Motor Co sebagai pemegang saham terbesar
di Mazda Motor Corp.

•Sumitomo akan memimpin pemegang sa-
ham di Mazda pada akhir tahun ini,Ž ujar Ma-
sayuki Oku, Chairperson Sumitomo, kemarin. 

Data yang dikumpulkan Bloomberg menye-
butkan Ford, pemegang saham terbesar
Mazda pada saat ini, memiliki sekitar 11%
saham, dan Sumitomo Mitsui Financial Group
sekitar 2,9% di Mazda. (BLOOMBERG/ESU)
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